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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sistem pengupahan dalam regulasi negara dan ekonom Islam, yaitu 
Sistem pengupahan dalam regulasi negara meliputi Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, 
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2016 Tentang 
Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2017 dan 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 
Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di 
Perusahaan. Sedangkan sistem pengupahan dalam ekonom islam 
meliputi prinsip keadilan, prinsip kelayakan, dan jenis pekerjaan. 
2. Sistem Pengupahan Pada home Industry Hanger “Ayam Jago” 
Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten 
Tulungagung, menggunakan sistem upah borongan, dimana upah 
yang diterima berdasar jumlah hasil produk. Upah biasanya dibagi 
satu minggu sekali setiap hari Sabtu. Selain upah pokok dari hasil 
produk, para karyawan juga mendapatkan tunjangan hari raya. 
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3. Sistem pengupahan di home industry hanger “Ayam Jago” belum 
sesuai dengan regulasi negara dalam hal penetapan besaran upah. 
Namun dari segi pandangan ekonom islam, sistem pengupahan 
sudah sesuai karena berdasarkan prinsip keadilan dan besaran upah 
yang diterima sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. 
B. Saran 
1. Dalam penentuan upah alangkah baiknya lagi jika jumlah upah 
yang diberikan sesuai dengan standar UMK yang ada, sehingga 
karyawan dapat hidup layak sesuai dengan perkembangan zaman 
serta menambah motivasi kerja karyawan. 
2. Dalam memenuhi hak-hak para karyawan seharusnya lebih 
ditingkatkan kembali, agar para karyawan merasa apa yang 
dikerjakan sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan meskipun 
besaran upah belum sesuai dengan UMK. 
3. Dalam penetapan besaran upah, seharusnya pihak pemilik usaha 
dengan karyawan melakukan tawar-menawar terlebih dahulu. 
Sehingga para karyawan juga ikut andil dalam menentukan besaran 
upah yang diterima. 
 
